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BP2MI secara normatif merupakan lembaga pemerintah yang
melaksanakan  tugas perlindungan terhadap PMI. Sedangkan secara
sosiologis, masih terdapat kasus pelanggaran yang dialami oleh PMI
karena belum maksimalnya tugas BP2MI. Oleh karena itu penelitian ini
penting melihat berbagai kasus pelanggaran yang masih dialami oleh PMI
saat bekerja di luar negeri.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana
perlindungan hukum PMI dalam pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja
di BP2MI Tulungagung, 2) Bagaimana perlindungan hukum PMI dalam
pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja ditinjau dari hukum positif, 3)
Bagaimana perlindungan hukum PMI dalam pelanggaran kontrak oleh
pemberi kerja menurut prinsip al-Adl.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
observasi ke BP2MI Tulungagung dan Disnakertrans Tulungagung,
wawancara dengan petugas pelayanan BP2MI Tulungagung, Kabid Penata
Kerja Disnakertrans Tulungagung, PMI, dan pakar hukum Islam, dan
dokumentasi berupa literatur tentang perlindungan hukum PMI, UU No 18
tahun 2017, hukum Islam, dan dokumen BP2MI. Sedangkan teknik
analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi
atau penarikan kesimpulan. Dalam ini penelitian ini menggunakan
pengecekan keabsahan data berupa perpanjangan  pengamatan,
meningkatkan ketekunan, dan triangulasi teknik pada sumber data hasil
penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum
terhadap PMI dalam pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja di BP2MI
Tulungagung dilakukan dengan cara membuka akses pengaduan melalui
media komunikasi apapun baik online maupun offline, menyelenggarakan
mediasi antara PMI dengan pemberi kerja, serta bekerja sama dengan
perwakilan pemerintah di luar negeri dalam hal PMI masih berada di luar
negeri; (2) Ditinjau dari hukum positif, perlindungan hukum yang
dilaksanakan BP2MI sudah sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 21
huruf d yang mengatur fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, dalam
hal ini adalah penyediaan layanan pengaduan. Namun, dalam hal
pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi
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kerja yang diatur dalam pasal 21 huruf b, BP2MI masih belum maksimal
melaksanakannya yakni minimnya pengawasan secara langsung oleh
BP2MI, sehingga masih ada PMI yang haknya dilanggar oleh pemberi
kerja; (3) Menurut prinsip al-Adl, perlindungan hukum terhadap PMI yang
dilakukan oleh BP2MI Tulungagung sudah menerapkan sikap adil dalam
menerima aduan masalah PMI tanpa membeda-bedakan latar belakang
PMI. Namun, dalam hal penyelesaian sengketa antara PMI dan pemberi
kerja belum dapat dikatakan adil karena dalam menyelesaikan sengketa,
BP2MI tidak dalam posisi satu forum dengan pihak yang bersengketa.
BP2MI masih mewakilkannya kepada perwakilan pemerintah di luar
negeri.
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BP2MI is normatively a government institution that carries out the
task of protecting PMI. While sociologically, there are still cases of
violations experienced by PMI because BP2MI's duties have not been
maximized. Therefore, this research is important to look at various cases
of violations that are still experienced by PMI while working abroad.

The formulation of the problem in this research is: 1) How is PMI's
legal protection in contract violation by employers at BP2MI
Tulungagung, 2) How is PMI's legal protection in breach of contract by
the employer in terms of positive law, 3) How is the legal protection of
PMI in breach of contract by the employer according to the al-Adl.

The type of research used is empirical legal research with a
qualitative approach. The data collection techniques used were
observations to BP2MI Tulungagung and Tulungagung Disnakertrans,
interviews with service officers of BP2MI Tulungagung, Head of Manpower
Administration at Tulungagung Disnakertrans, PMI, and Islamic law experts, and
documentation in the form of literature on the legal protection of PMI, Law
No. 18 of 2017, Islamic law, and BP2MI documents. While the data
analysis technique uses data condensation, data presentation, and
verification or drawing conclusions. In this study, this study uses checking
the validity of the data in the form of extension of observations, increasing
persistence, and triangulation of techniques on research data sources.

The results of this study indicate that: (1) Legal protection for PMI
in breach of contract by the employer at BP2MI Tulungagung is done by
opening access to complaints through any communication media both
online and offline, holding mediation between PMI and the employer, and
collaborating with representatives government abroad in terms of PMI is
still abroad; (2) Judging from the positive law, the legal protection
implemented by BP2MI is in accordance with Law No. 18 of 2017 article
21 letter d which regulates the facility for resolving labor cases, in this
case the provision of complaint services. However, in terms of monitoring
and evaluation of employers, employment, and working conditions as
regulated in article 21 letter b, BP2MI is still not optimal in implementing
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it, namely the lack of direct supervision by BP2MI, so there are still PMlIs
whose rights are violated by employers; (3) According to the principle of
al-Adl, the legal protection for PMI carried out by BP2MI Tulungagung
has implemented a fair attitude in accepting complaints about PMI
problems without discriminating against PMI's background. However, in
terms of dispute resolution between PMI and the employer it cannot be
said to be fair because in resolving disputes, BP2MI is not in the position
of a forum with the disputing parties. BP2MI still represents it to
government representatives abroad.
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